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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Adapun pelaksanaan lelang barang milik daerah melalui internet/e-

auction oleh KPKNL Mataram yang memenuhi unsur-unsur dari lelang yaitu 

eauction terbuka untuk umum bagi siapa aja yang berminat dengan bersedia 

mengikuti aturan lelang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan. Adanya pengumuman lelang sebelum pelaksanaan lelang. Waktu 

pelaksanaan menggunakan waktu server ALE sesuai waktu dimana wilayah 

KPKNL menyelenggarakan lelang berada, dimana dalam hal ini dilakukan 

oleh KPKNL Mataram, maka menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB) 

dan dilakukan melalui ALE (Aplikasi Lelang Email) yang dibuka pada alamat 

domain KPKNL. Penawaran dilakukan secara tertulis melalui email tanpa 

kehadiran peserta lelang dan peserta dengan penawaran tertinggilah yang 

dinyatakan sebagai pemenang. Dilakukan oleh pejabat lelang, namun tidak 

secara langsung behadapan dengan pejabat lelang. Dibuat risalah lelang oleh 

pejabat lelang.  

Keunggulan pelaksanaan lelang melalui internet/e-auction dibandingkan 

dengan pelaksanaan lelang secara konvensional yaitu tidak memerlukan 

tempat, lebih ekonomis dan efisien, lebih objektif, mengurangi risiko konflik. 

Adapun kelemahan pelaksanaan lelang melalui internet/e-auction 

dibandingkan dengan pelaksanaan lelang konvensional yaitu sebelum lelang 
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dimulai pejabat lelang tidak dapat mengingatkan kembali perihal spesifikasi 

objek lelang seperti halnya pada lelang konvensional, sehingga peserta tidak 

dapat mundur sebagai peserta atau membatalkan penawaran. Terdapat 

peluang akun peserta dapat disalahgunakan/di-hack. Pembeli tetap harus 

datang ke KPKNL untuk mengambil risalah lelang dan ke tempat penjual 

untuk mengambil barang beserta dokumen kepemilikan, meskipun segala 

transaksi dilakukan secara on-line. Harga yang didapat kurang optimal bila 

dibandingkan dengan pelaksanaan lelang konvensional secara lisan. Tidak 

semua objek lelang dapat dilelang secara eauction, tergantung dari kondisi 

objek lelang tersebut.  

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang melalui internet/e-

auction oleh KPKNL Mataram yaitu:  

1. Kendala yang timbul dari jaringan internet  

2. Kendala yang timbul dari peserta lelang  

3. Kendala yang timbul dari pemerintah daerah  

4. Hambatan dalam pelaksanaan lelang online (e-auction) dengan obyek hak 

tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Mataram yakni:  

a. Pra lelang terdiri kekurangan dokumen-dokumen lelang dan adanya 

gugatan dari debitur.  

b. Hari lelang tidak adanya hambatan yang signifikan hambatan yang 

sering muncul yakni gangguan sinyal internet.  
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c. Pasca Lelang, hambatan adanya gugatan dari hasil nilai jual objek 

lelang dan pengosongan objek jaminan lelang yang masih 

berpenghuni.  

5.2 Saran  

1. Pihak KPKNL dan Pejabat Lelang, seyogyanya dapat melakukan 

verifikasi secara lebih berhati-hati atas obyek yang akan dilakukan 

eksekusi. Verifikasi awal secara komprehensif dari sisi proses yang telah 

dilakukannya pembebanan hak tanggungan oleh pihak kreditor dapat 

meminimalisir adanya permasalahan pra lelang maupun pasca lelang. 

Aturan dan prosedur pelaksanaan parate eksekusi obyek jaminan harus 

benar-benar diperhatikan oleh setiap pejabat lelang agar produk hukum 

yang dihasilkan dari pelaksanaan lelang tersebut tidak cacat hukum dan 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan meyakinkan kepada 

masyarakat bahwa penjualan barang melalui lelang secara online sah 

menurut hukum dan menjamin kepemilikan terhadap benda tersebut, 

sehingga peminat ataupun peserta lelang di KPKNL semakin banyak.  

2. Bagi peserta lelang yang akan mengikuti lelang objek hak tanggungan 

harus benar-benar meneliti secara detail dan langsung mengenai kondisi 

fisik maupun kelengkapan dokumen objek lelang yang akan diikutinya 

apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang dipublikasikan oleh penjual, 

agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.  
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Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM LELANG  

BARANG MILIK NEGARA (BMN) SECARA ONLINE (E-

AUCTION) DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN 
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Universitas  : Muhammadiyah Mataram 

Informan  : Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  

  (KPKNL) Kota Mataram 

1. Apa saja keunggulan-keunggulan tersendiri dibandingkan dengan lelang 

secara konvensional? 

2. Apa saja Keunggulan lain dari e-auction? 

3. Apakah tidak perlunya kehadiran peserta lelang membuat eauction selain 

lebih kompetitif juga dirasa lebih objektif pelaksanaannya? 

4. Apa saja Spesifikasi barang menerangkan semua penjelasan terkait dengan 

objek lelang, seperti kelengkapan dokumen kepemilikan objek lelang atau 

pemberitahuan mengenai adanya gugatan terhadap objek lelang tersebut.   

5. Bagaimana spesifikasi barang terkait dengan objek lelang, seperti 

kelengkapan dokumen kepemilikan objek lelang atau pemberitahuan 

mengenai adanya gugatan terhadap objek lelang tersebut? 

6. Bagaiman dengan keharusan memiliki akun untuk mengikuti e-auction, 

timbul suatu kelemahan dari sistem yang demikian? 

7. Bagaiamana cara pengambilan risalah lelang dan objek lelang pembeli tetap 

diharuskan untuk datang ke KPKNL dan tempat penjual? 

8. Bagaiamana cara memberikan batasan waktu kepada SKPD selaku pengguna 

barang milik daerah untuk segera mengumpulkan dokumen-dokumen 
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kepemilikan yang diminta? 

9. Apa saja Kendala lainnya masih berkaitan dengan jaringan internet? 

10. Apa kaitan  dengan jaringan internet yang begitu melekat pada pelaksanaan e-

auction, maka untuk dapat melalukan penawaran peserta harus mempunyai 

akun email/ALE? 

11. Bagaiamana upaya penyelesaian kendala masalah pelelangan? 

12. Apa saja kendala yang dihadapi KPKNL Kota Mataram? 

13. Bagaimana cara penjual kendaraan oleh dinas operasional Pemerintah 

KPKNL Kota Mataram  

14. Apa kelemahan lain pada eauction, yaitu meskipun eauction dilakukan 

dengan menggunakan internet tanpa kehadiran peserta lelang?  

15.  “tidak semua barang milik daerah yang dimohonkan untuk dilelang secara e-

auction dapat dipenuhi oleh KPKNL KPKNL terlebih dahulu melihat 

spesifikasi yang terdapat pada objek lelang. Apabila objek lelang tersebut 

sekiranya akan banyak menimbulkan masa dalam pelaksanaannya nanti, maka 

KPKNL tidak dapat melelang objek lelang tersebut secara eauction, 

melainkan dilelang secara konvensional”. 

16. Bagaiaman kendala lainnya masih berkaitan dengan jaringan internet? 

17. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram selaku penjual 

kendaraan dinas operasional Pemerintah Kota Mataram?  

18. Bagaiaman  persiapan lelang yaitu dari internal Pemerintah Kota Mataram? 

19. Bagaiamana cara memberikan batasan waktu kepada SKPD selaku pengguna 

barang milik daerah untuk segera mengumpulkan dokumen-dokumen 

kepemilikan yang diminta? 
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